
 
 
 
 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 6 TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2010 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
 

Menimbang  :  a. bahwa  sehubungan dengan  perkembangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara 
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih 
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam 
tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

 
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.  

 
 

Mengingat     :   1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3569); 
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988); 

 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

 
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor  53 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

 
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

 
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

 
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

 
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043); 

 
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5043); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4503); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4574); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4575); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4576); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4577); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4585); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4593); 

 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 
Tambahan Lembaran Negara Nomor  4614); 

 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 
 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2010; 

 
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 
Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2007    Nomor 4); 

 
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 12); 

 
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 11); 

 
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4); 

 
34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2010  Nomor 3). 

 
               

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 
dan 

WALIKOTA  SURABAYA 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010. 
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Pasal  1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula 
berjumlah Rp. 4.206.867.976.816,- (empat  trilyun  dua ratus  enam milyar  
delapan  ratus  enam  puluh  tujuh  juta  sembilan ratus   tujuh  puluh  enam 
ribu delapan  ratus  enam belas rupiah)   bertambah sejumlah              
Rp. 176.844.450.232,- (seratus tujuh puluh  enam milyar delapan ratus  empat 
puluh empat juta empat ratus  lima puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah )  
sehingga  menjadi Rp. 4.383.712.427.048,- (empat trilyun tiga ratus delapan 
puluh tiga milyar tujuh ratus dua belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu 
empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 
 
1. Pendapatan : 

 
a. Semula Rp. 3.245.087.136.666,-  
   
b. Bertambah Rp.      26.334.096.110,-  

   
Jumlah pendapatan setelah perubahan   Rp. 3.271.421.232.776,- 

 
 

2. Belanja : 
 

a. Semula Rp. 4.185.867.400.411,-  
   
b. Bertambah Rp.    176.844.450.232,-  

   
Jumlah belanja setelah perubahan   Rp. 4.362.711.850.643,- 
  
Defisit setelah perubahan (Rp. 1.091.290.617.867,-)        

 
 

3. Pembiayaan : 
 

a. Penerimaan 
 

1) Semula Rp.      961.780.840.150,-  
   

2) Bertambah Rp.      150.510.354.122,-  
   
Jumlah penerimaan setelah perubahan  Rp.  1.112.291.194.272,- 
  

b. Pengeluaran 
 

1) Semula Rp.    21.000.576.405,-  
   

2) Bertambah Rp.                          0 ,-  
   
Jumlah pengeluaran setelah perubahan  Rp.       21.000.576.405,-  
  
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.  1.091.290.617.867,- 
  
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah 
perubahan 

 
Rp.                             0 ,- 

 
 


